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ABSTRAK

lindak pidana narkotika merupakan salah satu penyebab yang dapat menghancurkan gencrasi

peneris bangsi. Hal ini terbukti dengan terus meninghatnya tindak pidana narkotika di Indonesia, sehingga
selalh sampad pida batis yang mengkhawatirkan kehidupan masyarakar, bangsa dan negare. Pensaturan
narkotika dan tindak pidana narkotika it sendiri diasur dalam Undang-Undang Mo, 22 Tahun 1997 tentang
Markotika dian unluk pengaturan tindak pidananya sendin distur mulai dari Pasal 78 sampai dengan Pasal
97, Tindak pidana tersebul dapat saja dilakukan sendiri-sendin maupun secara bersama-sama, Dalam Kitzh
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatr tentang penvertaan, pengatuean ini dunur mulai dari |
Pasal 55 sampai dengan Pasal 62 KUHP. Dalam penegakan hukum, pengadilan sehagai lembaga peradilan |
vang berfiengsi menjudi lempat mengadili suatu perkarz dan hakim sebagai perantara vang berfungsi untuk
memutuskan perkians, dengan mempunyai wewenang untak memeriksa, mengadili, dan menjutuhkan
hukuman vang tepal. Dengan demikiun, penulis merumskan 3 (tiga) pemasalahan yaite apakah bentuk-
cemtuk penyertaan dalam kisus narkolika pada Pasal 78 aval (1) Undang-Undang No. 32 mhun 1997
tenting Markotika, bageimanakoh penerapan sanksi pidana oleh hakim dalam kasps narketika vang
dilakukan bersama-sama (deefmenring ) pada Pasal 78 avat (1) Undang-Undang Mo, 72 gthun 1997 tentang
Markotike, dan apakah pertimbangan hakim mencrapkan smksi pidana dalan Easus nackotika vang
dilkukan bersama-sama (desfmeming) pada Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Ne, 22 hun 1997 TR
Markoltki. Dalam menjawab permasalaban tersebut, penulis mengzunzkan metode pendekatan vuridis
sosiologis (susiolopis legal ressarch) yang dilakukan dengan ear meneliti data primer dan data sekunder.
Teknik pengumpulan duta dilakekan dengan studi kepustakaan dan dengan melakuken studi lnpangan
melalui wawancara dengan pihak-pilhak yang terlibar langsung dalum prakicknyva, Berdasarkan hasil
penclitian, tindak pidana norkotika yang dilakukan pada Pasal 78 avat (13 Undang-Undang Mo. 22 1ahun
1907 tencang Markotika berupa secara Berspina-sama menguasar narkotikn. Dalam peserupan pidana vang
datuhkan oleh hakim pada tindak pidana vang dilakukan bersama-same adalah lehih ningan dari yvang
Srmmnat oleh faksi penuntul umom. Pertimbaigan hakim dalam menerapkan pidana ini adalih berdasarkan
tmdak pidana narkedika mi dapa: mesesahkan masvarakat, dan dapal menghancurkan EENErash peacris
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BARI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional Indonesiz  berfujuan  mewujodkan  manusia
seutuhnya dan masyarakal Indonesia seluruhnya yang adil dan makmur, sejahiera,
tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Untuk
mewijudkan masyarakat Indonesia vang scjahtera tersebul perluy peningkatan
secara terus-menerus usaha-usaha & bidang pengobatan dan pelayvanan kesehatan
termasuk ketersedizan narkotika sebagai obal, disamping untuk pengembangan
Himu pengumlmani.

Mengenai keberadaan parkotika ini sudah ada peraiuran  perandang-
undangan vang mengaturnya, yailu Undang-Undang no. 22 tahun 1997 tentang
Markotika, Selain mengatur tentang narkotika, di dalam undang-undang tersebut
juga mengatur ientang ketentuan pidananyva. Hal ini berkaitan dengan tindak
pidana narkotika. vang saat sekarang ini semakin hart semakin meningkat. Hal ini
sesual dengan pernvataan vang disampaikan oleh Brigien Polisi Ino Sur'u:unn:r1
bahwa tindak pidana kases narkoba di wilavah propinsi Sumbar cenderung naik
0 %% terhitung hingga Juni 2008, bila dibandingkan dengan periode yang sama
tahun 2007 jumlah kasus narkoba semester pertama 2008 tercatat 1993 dengan

277 orang tersangka dan periode yang sama tahun falu hanva 122 kasus,

: Penjelasan UL Mo, 22 Tabwn 19T Tentang, Markotika, Sinar Gieafika, Jakara, 2007, lal
18,

2 Heepdfwww goiple corn, Prakee Kasws Noarkode NMedk 70 25, Minggu, pukol 0630 WIE,
T Desember 2008,



sclanjutnya sehagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Represif Badan
Koordinasi Narketika Nasional {BKNN) Brigadil Jenderal Polisi Timbul Silaen’
mengatakan pelaku kejabatan narkotika yang dengan susah payah diengkap
podisi, pamun kemudian di hukom sangat ringan atan bahkan dibebaskan begitu
saja oleh pepgadifan, karena kurangnya bukti pendukung. dan akan ada
kemungkinan untuk menjeramuskan dirinya kembali pada sindikat kejahatan
narkotika.

Pembenian  sanksi  pidana  yang  rngan  oleh hakim  inl,  dapat
menghancurkan generasi bangsa untuk ke depannva, karena berkecimpungiiva
penerus bangsa dengan narkotika batk berperan sebagai pengedar gelap narkotika,
penyvalahgunaan {pemakai atau pengguna) baik uniuk dirf sendiri serta membujuk
sescorang untuk memakar dan mengedarkonnyva yang menimbulkan keresazhan
masvarakat, Karena pada saat ini Negara Indonesia bukanlah lagi sebagai Megara
transito bagi pengedar narkotika, akan tetapi relah dijadikan sebagai sarang untuk
mengembangkan savapnya baik o menanam. menguasai. memiliki, membawa,
meracik, memprodukst dan segala tindakan vang berhubungzan dengan narkotika,
vang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang,

Oleh karena it tindak pidana narkotika merupakan kejahaian vang tidak
mudah untuk memberantasnya, karcna mempunyal jaringan-jaringan dan mata
rantai vang tidak terdeteksi oleh aparal hukom. Disamping itu kejahatan narkotika

bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus  operandi dan

" Hipfwww aoooie com. Kasies Narkoha Memingkar 700 %, dikembanakan aleh Glorin
Cwher blinisirics, Jumat, pokul 1600 W1E, 153 Februari 20608,
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BARITY

PENUTUP

A, KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penclitian dan pembahasan tersebut bahwa tindak

pidana narkotika vang dilakukan secara bersama-sama pada Pasal 78 avat (1)

|

Unidang-Undang no. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, berdasarkan putusan

Pengadilan Negeri Padang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut ;

|-

Dralam hal bentuk penyertaan, pelaku melakukan secara bersama-sama.
Bersama-sama disini diartikan mereka 1¢lsh bersama-sama mendapatkan
canja lersebut dari sescorang, baik it untuk orang fain. ataupun diberikan
oleh orang lain. menguasai. menyimpan ganja tersebut secarn hersama-
sama. Meskipun safab satu dari mereka yang menvimpannyva, leman
pelaku tersebut jugs bertanggung jawab atas perbuatannva karena telah
hersuma-sama (mededader) mendapatkan ganja tersebut dar orang lain,
serta para pelaku telah menampakkan kepentingan yang sama dan bentuk
kerjasamanya  meskipun  tidak  divcapkan  serta  peran  yang  telah
dilakukannya. Hal ini termasuk schagal turut serta sebagaimana yang
tercantum dalam pasal 53 avat (1) ke-1 KUHP.

Lalam penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika secara
hersuma-sama inl. hakim menerapkan pidana sesuai dengan surat tntutan
vang diajukan oleh Jaksa Penunut Umum. vang mana pelaku telah

melanggar Pasal 78 avat (1) UU no. 22 tahon 1997 tentang Narkotika dan

T



mengenai penyertaan Pasal 35 ayat (1) ke-1 KUHP. Atas perbuatan pelaku
tersebut. mercka harus mempertanggungjawabkan perbuatan vang telah
diperbuat tersebut. Dari analisa kasus-kasus vang ady, hakim memberikan
saksi picdana terhadap pelaku secara bersama-sama dalam tindak pidana
narkotika ini kurang dari tuntutan Jaksa Penuntut Umuem yaite hampic dari
setengah tuntutan. Dan untuk pelakunyva anak-anak. hakim memberikan
hukuman berupa sanksi pidana vang dijatuhkan Y dari hukuman yang
dijalani oleh orang dewasa,

Dralam menerapakan pidana, hakim mempunyai pertimbangan tersendir

i

dalam mematubkan putusan tersebut. Pertimbangan-pertimbangan tersebut
ada yang terdapat dalam surat putusan pengadilan dan pertimbangan lain
seperti kesesuaian barang bukth. latar belakang keluarga pelakue. lama
pefaku berkecimpung dr_ﬂam tindak pidana yang dilakukan, latar belakang
pendidikan. peran dari pelaku. Sedangkan dalam surat putusan berupa hal
vang dapat memberatkan terdakwa  yaite perbuatan terdakwa  dapat
meresahkan masyarakal dan dapat mengancam generasi penerus bangsa
seria hal yang dapat meringan terdakwa vaite terdakwa  menyesali
perbuatannya. belum pernah dihukum dan memberikan keterangan terus

terang dalam persidangan.

B. SARAN
Berdasarkan kesimpulan di atas penulis dalam  kesempatan ini akan

memberikan beberapa saran yang dianggap penting sebagai berikut :
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